PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gaharu No. 3 Kel. SirantauKee, Datuk Bandar Tanjunghalai- 21368
Email :disdik.tan jungbalai@a gmail.com
Telp. 0623 -597157, Fax. 0623-92013

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 420/¢.2 3 /[DISDIK-SEKR/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3

KOTA TANJUNGBALAI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang a. surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Negeri 3
Nomor 421.3/055/SMPN3/TB/2024 Tanggal 26 Februari 2024;

b.  bahwa berdasarkan penilaian administratif dan hasil studi
kelayakan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota
Tanjungbalai telah memenuhi syarat untuk Perpanjangan izin
Operasional Sekolah;

C. bahwa dalam upaya mencerdaskan bangsa dan akses Pendidikan
sekolah yang bermutu perlu memberikan kesempatan
masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan
Standar Nasional Pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tentang;

Mengingat x 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6842);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201]
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3763);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6793);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomaor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6058);

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6762);

14.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006
tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi
Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah
Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

16.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008
tentang Pembinaan Kesiswaan;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru
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dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional,

18,  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun
2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

19.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun
2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun
2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun
2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun
2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan
Pendidikan Formal;

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun
2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknolog
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang
Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 161);

24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak
Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
169);

25, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);

26,  Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan
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Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

383);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang
Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 460);

28. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);

29. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

677);

30. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi
Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);

31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5995);

32. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam

Rangka Pemulihan Pembelajaran;

33. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 3/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan
Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional
Sekolah Reguler dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2023;

34. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

35  Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

37.  Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
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38. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomeor 72 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024,

MEMUTUSKAN :
M("n(‘lﬂpknn

KESATU ; Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaran
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kepada :
Nama Sekolah : SMP Negeri 3
Alamat : JIn. Pematang Pasir Kel.Pematang Pasir

Kec. Teluk Nibung
Kota Tanjungbalai

KEDUA t Sekolah  sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu
berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan ditempat yang
ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana
sesuai dengan standar nasional;

b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua
kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;

c. Menerapkan Standar penjamin mutu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Memiliki tanggung jawab social;

e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan penyelenggaran
Pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Penyelenggara Satuan Pendidikan Kota Tanjungbalai;

f.  Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian
kelembagaan dan mengirimkan Laporan Bulanan (Lapbul)
ke Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;

g Menjamin keberlangsungan Pendidikan Bagi siswa/siswi
mitra warga yang ada Sekolah.

KETIGA i Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada
diktum Kesatu berlaku selama :
a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian
satuan pendidikan.
b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan
pembelajaran.

KEEMPAT : Sekolah sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu melakukan
pelanggaran  terhadap izin Operasional Penyelenggaran
Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka
dapat dikenakan sanksi berupa :
a. Peringatan tertulis;
b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar
mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau
bantuan/fasilitas  yang  bersumber dari Anggaran
Pemerintah Pusat atau Daerah; dan
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KELIMA

KEENAM

c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan.

Segala biaya yang diperlukan akibat diteribitkannya Keputusan
ini menjadi tanggung jawab SMP Negeri 3 Kota Tanjungbalai.

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 1
Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2027.

Ditetapkan di :  Tanjungbalai.
Pada tanggal : 29 Februari 2024.
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